
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1~ TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR6 TAHUN2020

TENTANGKODE ETIK PELAKUPENGADAANBARANG/ JASA

DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

. .
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa untuk menjamm kepastian hukum dan

melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa

Pemerintah;

b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik

Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu

disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan

Perundang-Undangan ten tang Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2020

tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 5887) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

BarangjJasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

dan KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1543);



16. Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa

Pernerintah Nornor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku

Pengadaan Barangj Jasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nornor 768) sebagairnana telah

diubah dengan Peraturan Lernbaga Kebijakan

Pengadaan Barangj Jasa Pernerintah Nornor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lernbaga

Kebijakan Pengadaan Barangj J asa Pernerintah Nornor

15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan BarangjJasa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor

1659);

17. Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barangj Jasa

Pernerintah Nornor 4 Tahun 2021 tentang Pernbinaan

Pelaku Usaha Pengadaan Barangj Jasa Pernerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor

486);

18. Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa

Pernerintah Nornor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/iJasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nornor511);

19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nornor 5

Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan

Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nornor391);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur

Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur Tahun 2016

Nornor6);

21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tirnur Nornor 31

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur

Tahun 2016 Nornor 31) sebagairnana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tirnur

Nornor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Tirnur Nornor 31 Tahun 2016



ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor

1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHANATAS

PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMURNOMOR6
TAHUN2020 TENTANGKODEETIKPELAKUPENGADAAN
BARANGjJASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor6

Tahun 2020 tentang KodeEtik Pe1akuPengadaan Barangj Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, ketentuan angka 22 dan angka 23

Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

6. LembagaKebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah yang se1anjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barangj Jasa
Pemerintah.



7. Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan

Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Perangkat

Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBDyang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

8. Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ

adalah UKPBJ Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.

9. Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Kode

Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang dibuat secara sistematik

berdasarkan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/.Jasa sebagai pedoman

sikap dan prilaku bagi Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas

dan pergaulan hidup sehari-hari.

10.Kewajiban adalah perbuatan yang harus dilaksanakan oleh Pelaku

Pengadaan Barang/ Jasa dalam menerapkan etika pengadaan.

11. Larangan adalah perbuatan_ yang tidak boleh dilakukan oleh Pelaku

Pengadaan Barang/ Jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

12.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang

selanjutnya disebut Majelis Etik adalah Majelis Pertimbangan Kode Etik

Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik Pelaku Pengadaan

Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Sekretariat Majelis Etik adalah

unsur yang menjalankan tugas ketatausahaan pada Majelis Pertimbangan

KodeEtik Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa.

14. Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa adalah Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan,

KelompokKerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan

Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

16.Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

17.Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan



sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang se1anjutnya disingkat PPKadalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan

dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ

untuk mengelola pemilihan Penyedia.

20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat

fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing.

21. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pe1aku Usaha yang me1aksanakan

sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa yang diberi

kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

22. Dihapus.

23. Dihapus.

24. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan

secara Swakelola.

25. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa yang selanjutnya

disebut Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa adalah Aparatur Sipil Negara

yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan

Barang/ J asa;

26. Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia

adalah Pe1aku Usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan

kontrak.

27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan

usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

28. Pengadaan Barang/.Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh

barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

29. Pengadaan Barang/Uasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut

Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri

oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi

kemasyarakatan, atau ke1ompokmasyarakat.



30. Ad Hoc adalah segala sesuatu termasuk orang yang dibentuk atau

ditunjuk untuk menjalankan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu

dan bersifat sementara.

31. Ex officioadalah tindakan yang dilakukan sehubungan dengan jabatan.

32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

33. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang

mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai

Negeri Sipil.

34. Mutasi adalah perpindahan tugas darr/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi

Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi

Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan

Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

35. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan

dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

yang bertentangan dengan kode etik.

36. Pengaduan adalah pemberitahuan tertulis yang disertai permintaan oleh

pihak yang berkepentingan kepada Majelis Etik untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang diduga telah

melakukan pelanggaran kode etik.

37. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh atasan langsung pihak

Terlapor dan Zatau lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

38. Terlapor adalah Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang diduga melakukan

pelanggaran kode etik.

39. Pelapor adalah seseorang yang karena hak dan kewajibannya berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus memberitahukan

kepada yang berwenang tentang peristiwa pelanggaran kode etik yang

telah atau sedang terjadi,

40. In absentia adalah tanpa kehadiran pihak Pelapor dan/ atau pihak

Terlapor.

41. Barang Bukti adalah alat bukti berupa barang berwujud yang

disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam pemeriksaan dan

disimpan oleh Majelis Etik untuk kepentingan persidangan.



42. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan pemeriksaaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

43. Berita Acara Pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap

pihak Pelapor, pihak Terlapor, Saksi, dan barang bukti dalam pemeriksaan

suatu pelanggaran kode etik.

44. Putusan adalah putusan pada akhir pemeriksaan pengaduan darr/atau

temuan dalam Sidang Majelis Etik yang berisi pertimbangan menurut

kenyataan dan pertimbangan hukum.

45. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pengadaan

Barang/ Jasa yang melanggar Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

46. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya

dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang

diberikan pada tingkat pemeriksaan dan persidangan karena diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Ketentuan huruf g Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal6

(1)Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa yang menjadi subjek hukum peraturan ini

yaitu:

a. Pengguna Anggaran;

b. Kuasa Pengguna Anggaran;

c. Pejabat Pembuat Komitmen;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan;

g. dihapus;

h. Penyelenggara Swakelola; dan

i. Penyedia.

(2)Bagi Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang menjabat sebagai Pengelola

Pengadaan Barang/ Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah KodeEtik

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan

oleh LKPP.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muar abak
pada tanggal U J u 2021

~ TANJU J BUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal n JuLI 2021
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

,-
APRIL

BERITA DAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021

NOMOR ~

OElAH DlTELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Perundang • Undangan


